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ABSTRAK

Islam berisi ajaran yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan
tugasnya sebagai abdi Allah dan khalifah. Di mana setiap pengabdian
mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah, dan sebagai khalifah (baik laki-
laki maupun perempuan) dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan bakat dan
kemampuannya masing-masing. Sebab bekerja merupakan salah satu bentuk jihad
sebagai upaya kebutuhan dalam hidup. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun
diperbolehkan bekerja di dalam maupun di luar rumah selama ia tidak melupakan
kodratnya. Oleh karena perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda dan
tidak dapat digantikan oleh laki-laki, maka perempuan pun berhak mendapatkan
perlindungan ketenagakerjaan yang berbeda dengan laki-laki. Pada dasarnya
semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama
kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Di mana masing-masing
mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan
dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang
diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum
Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Dalam skripsi ini permasalahannya adalah, Bagaimanakah pandangan
Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Pasal 187 Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode dokumenter
yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Data yang diperlukan
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu metode
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan /melukiskan
keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku dan menilainya.

Di dalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perlindungan
tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada
hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Menurut hukum pidana
Islam pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dapat dijatuhi
hukuman ta’zir.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan
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A. Konsonan tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan

Alîf
Bâ’
Tâ’
Sâ’
Jîm
Hâ’

Khâ’
Dâl
Zâl
Râ’
zai
sin
syin
sâd
dâd
tâ’
zâ’
‘ain
gain
fâ’
qâf
kâf
lâm

tidak dilambangkan
b
t

j
h

kh
d

r
z
s

sy
s
d
t
z
‘
g
f
q
k
l

tidak dilambangkan
be
te

es (dengan titik di atas)
je

ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha

de
zet (dengan titik di atas)

er
zet
es

es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
`el
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mîm
nûn

wâwû
hâ’

hamzah
yâ’

m
n
w
h
’
Y

`em
`en
w
ha

apostrof
ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis  h

ditulis

ditulis

Hikmah

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ditulis Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ditulis Zakâh al-fi ri
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D. Vokal pendek

___

___

___

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

A

fa’ala

i

ukira

u

ya habu

E. Vokal panjang

1

2

3

4

Fathah + alif

fathah + ya’ mati

kasrah + ya’ mati

dammah + wawu mati

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

â
jâhiliyyah

â
tansâ

î
karîm

û
furûd

F. Vokal rangkap

1

2

Fathah + ya’ mati

fathah + wawu mati

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

A’antum

U‘iddat

La’in syakartum



xi

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

ditulis

ditulis

Al-Qur’ân

Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

ditulis

ditulis

As-Samâ’

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis

ditulis

awî al-furûd

Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam.

Dan untuk  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk

berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja

pada orang lain.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang

melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.1

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhannnya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain.2

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang

muamalah, khususnya bab Ijarah (sewa menyewa). Sedangkan ijarah adalah

memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut

berhubungan dengan seorang ajir (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah

1 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT.
Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 3.

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, hlm.
8-9.

1
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tenaganya, Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan

perjanjian kerja.3

Mengenai perjanjian kerja, di dalam al-Qur’an dijelaskan di dalam Qs. An-

Nur: 33, yang berbunyi:

4

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

kewajiban para pihak.5 Apabila masing-masing pihak menjalankan perjanjian

kerja dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama, maka hubungan antara

pekerja dan pengusaha akan berjalan dengan seimbang.

Mengenai hubungan kerja, Islam sangat berbeda dengan sistem

perindustrian modern yang memandang hubungan antara buruh dan majikan

sebagai dua kelompok yang bertentangan. Islam memandang mereka dalam

konteks persaudaraan dan persahabatan serta mengatur mereka supaya

kepentingan keduanya tidak bertentangan. Ia menggalakkan kepercayaan saling

mempercayai, menghormati hak orang lain, persamaan, keadilan, cinta kasih

3 Taqoyuddin An Nabh{ani, An-Nid{lam Al-Istish}adi fil Isla>mi>, Moh. Maghfur Wachid,
“Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam”, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002,
hlm. 84.

4 An-Nuur (24): 33.

5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm.
10.
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sayang diantara pengikut-pengikutnya. Islam selalu menghendaki para pengusaha

memperlakukan pekerjanya seperti anggota keluarganya sendiri.

Dalam ajaran Islam juga memiliki sistem ekonomi yang sangat

fundamental dan berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam

memiliki akar dalam syari’at yang membentuk pandangan dunia sekaligus

strategis (maqasid asy-sya>ri’ah) yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler.6

Dimana menurut pandangan sekuler modern, kebahagiaan menurut

pandangan sekuler modern akan terjamin apabila mencapai dan merealisasikan

tujuan-tujuan itu, yang antara lain: pengentasan kemiskinan, pemenuhan

kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang

untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang

merata.7

Salah satu masalah yang tiap kali muncul dan perlu diperbincangkan

adalah, apakah “wanita” atau “perempuan” berpeluang untuk mendapatkan

pekerjaan? Ajaran Islam telah menempatkan perempuan sebagai partner yang

sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah sebagai khalifah-Nya

di muka bumi ini.

6 M. Umar Chopra, Islam and The Economic Challenge, Ikhwan Abidin Basri, “Islam dan
Tantangan Ekonomi”, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, hlm. 7.

7 Ibid., hlm. 8.



4

Dalam mengemban tugas hidup, Allah telah menegaskan dalam berbagai

ayat dalam al-Qur’an, diantaranya adalah QS. At-Taubah: 71 yang berbunyi:

8

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa misi manusia sebagai anak cucu Adam

ditanggung bersama oleh kedua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam ayat tersebut Allah sengaja menyebutkan mukminin dan mukminat sama-

sama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas menegakkan yang hak

(ma’ruf) dan mencegah yang bathil (mungkar). Dalam ayat tersebut juga

menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat juga terpikul di pundak

perempuan. Hal itu membuktikan bahwa perempuan berkewajiban untuk bekerja.9

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan

adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Dimana

masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar

kemampuan dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan kerjanya dan

hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut

pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam

masyarakat.

8 At-Taubah (9): 71.

9 Muhammad ‘Imaduddin ‘Abdurrahim, “Pekerja Wanita Dalam Perspektif Islam’, dalam
Bainar, Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemerdekaan, Jakarta: Pusaka Cidesindo,
1998, hlm. 132-133.
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Hal itu ditegaskan dalam Surat at-Taubah: 105 yang berbunyi:

10

Dalam Islam hubungan antara pekerja dan pengusaha diharapkan agar

selalu ada rasa atau sikap saling mengerti dan menghormati. Pengusaha dilarang

bersikap dan berkehendak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi

pengusaha hendaklah bersikap pemurah dan berlaku adil dalam membayar upah

sesuai dengan kemampuan dan perjanjian yang telah disepakati. Pengusaha

dianjurkan agar menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam

bekerja, sehingga para pekerja akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur.

Selain itu relasi antara buruh dan majikan harus merupakan hubungan yang

mutualisme dan saling menguntungkan. Buruh merupakan aset penting yang

berpengaruh besar dalam produksi. Pasalnya, tanpa adanya buruh proses produksi

tidak akan bisa berjalan. Maka seorang majikan haruslah memenuhi hak-hak

buruh yang mencakup antara lain pembayaran upah, mempekerjakan buruh sesuai

dengan kemampuannya dan memberikan waktu istirahat.11

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Pasal 99, menjelaskan

bahwa untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, maka pengusaha dilarang

10 At-Taubah (9): 105.

11 Said, “Al-Qur’an, Buruh dan Majikan”, dalam Amanat edisi 97, Semarang: Agustus
2003, hlm. 20-21.
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mempekerjakan perempuan yang sedang hamil dan atau sedang menyusui pada

waktu tertentu pada malam hari.12

Dalam kaitannya dengan ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang

mayoritas memeluk agama Islam, namun dalam kehidupan sosial-politiknya

harus menggunakan tata aturan hukum yang berlaku di NKRI, oleh karena itu

diperlukan penyelarasan apakah praktek hukum ketenagakerjaan tersebut telah

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadis serta

sasaran pokok Islam.

B. Pokok Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini permasalahan-permasalahan yang hendak

penulis kemukakan adalah:

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja

perempuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

12 UU No. 25 Tahun 1997, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.
Ke-3, 2001, hlm. 38.
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1) Tujuan Formal

Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada

program strata satu (S-1) dalam ilmu syari’ah pada Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Tujuan Material

a. Untuk menjelaskan sejauhmanakah kepedulian pemerintah mengenai

perlindungan tenaga kerja perempuan relevansinya terhadap

kesetaraan gender.

b. Untuk menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap

hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, khususnya

mengenai tenaga kerja perempuan.

 Dan adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada Fakultas Syari’ah

khususnya Jurusan Jinayah Siyasah, sehingga dikemudian hari mampu

dikembangkan sebagai wacana yang enak untuk didiskusikan;

2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang

dengan seenakanya memperlakukan tenaga kerja perempuan supaya lebih

memperhatikan hak-hak tenaga kerja perempuan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis, kajian tentang tenaga kerja

sebenarnaya sudah banyak dilakukan. Baik yang berbentuk skripsi ataupun

literatur lain.
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Misalnya yang berbentuk skripsi adalah karya M. Rofi’i yang berjudul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (studi

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997). Di dalam skripsinya penulis menjelaskan

bahwa perjanjian perburuhan pada dasarnya merupakan suatu landasan bagi

pembuatan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja diatur dalam berbagai hal

yang pada hakekatnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha merupakan

hubungan timbal balik. Disitu penulis juga menuliskan bahwa PHK dilarang,

kecuali karena habisnya waktu perjanjian kerja.13

Sebuah karya skripsi yang lain adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang

Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, hasil karya dari

Ali Nasucha. Dimana ia membahas mengenai perlindungan tenaga kerja dan

keluarganya yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan falsafah dasar keadilan.14

Banyak sekali karya atau tulisan yang membahas tentang tenaga kerja,

sebagai contoh adalah karya dari Syaikh Shalih bin Fauzan Abdullah Al Fauzan

dalam bukunya yang berjudul Tanbiihat ‘Ala> Ah{kamin Takh}ash{ash{u> bil

Mu’minaat yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Syafi’i Alwan yang

berjudul “Peringatan Penting Seputar hukum-hukum khusus Bagi perempuan

Muslimah”. Disitu penulis menyebutkan bahwa tak ada larangan bagi seorang

13 M. Rofi’i, Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (Studi
Undang-Undang No. 25 Tahun 1997) , Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan
Kalijaga, 1997.

14 Ali Nasucha, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 1992. Skripsi yang tidak di terbitkan, IAIN Walisongo, 1993.
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wanita untuk keluar dan bekerja di luar rumah, asalkan dengan aturan yang tidak

melanggar norma.15

Sebuah contoh lain yang membahas tentang tenaga kerja adalah buku yang

berjudul Fiqh Muamalah Kontekstual sebuah karya dari Ghufron A. Mas’adi.

Dimana dalam bukumya ia menjelaskan bahwa untuk dapat mengontrak seorang

tenaga kerja, maka harus jelas jenis pekerjaannya.16

Kesemua karya tersebut secara umum mengungkap tentang tenaga kerja,

dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang membahas tentang tenaga kerja.

Namun menurut pandangan penulis masih ada peluang untuk meneruskan skripsi

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan (Studi Analisis Pasal 76 dan 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan)”.

E. Kerangka Teoretik

Hukum terbentuk dari proses interaksi antara manusia untuk

mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Namun karena

kepentingan manusia yang berbeda-beda maka sering menimbulkan berbagai

persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

15 Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Tanbiihat ‘Ala> Ahkamin
Takh}ash{ash{u> bil Mu’minaat, Muhammad Syafi’i Alwan, “Peringatan Penting Seputar Hukum-
hukum Khusus Bagi Wanita Muslimah”, Solo: Pustaka Arafah, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 23.

16 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Cet. Ke-1, 2002, hlm. 185.
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Ketentuan-ketentuan bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyari’atkan

Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik masalah-

masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum ini, manusia akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan

serta kebahagiaan dalam hidupnya.17

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan

sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan

manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang

elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku

seiring perkembangan dan perubahan zaman.18

Bekerja adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dengan

tujuan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh

kedudukan sosialnya. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan

pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua itu sesuai dengan

prinsip persamaan. Islam hanya mengenal pembagian pekerjaan menurut

kemampuan fisik, kemampuan ilmu dan tehnologi yang dimiliki oleh masing-

masing manusia.19

17 Dede Rosyad, Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.13.

18 M. Hasbi ash-Shiddiqi, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta Bulan
Bintang, 1986, hlm. 31.

19 Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, Jakarta:
PT. Bhratara Karya Aksara, 1986, hlm. 55.
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Mengenai perempuan bekerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

No. 13 Tahun 2003 tidak dijelaskan sacara khusus. Antara pekerja laki-laki

maupun perempuan tidak ada perbedaan. Hal itu dapat dilihat dari pengertian

mengenai tenaga kerja dan pekerja:

Tenaga Kerja adalah: “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.20

Pekerja atau buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau / imbalan dalam bentuk lain.21

Dari kedua pengertian di atas dapat digaris bawahi bahwasannya

pemerintah melalui peraturan-peraturan tentang Ketenagakerjaan tidak membeda-

bedakan antara pekerja laki-laki maupun perempuan.

 Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan

masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnnya (uqubah), yang

diambil dari dalil-dalil terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara

pengertian “Fikih” dan “Jinayah”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih

Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan

uqubah atau hukumannya.

20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm.
8-9.

21 Ibid., hlm. 9.
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Macam-macam jarimah antara lain:

1. Jarimah Hudud;

2. Jarimah Qishash dan Diat;

3. Jarimah Ta’zir.22

Pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan

sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman.

Keberadaan Undang-Undang bersifat mengikat terhadap setiap orang

yang sudah cakap untuk melakukan hukum sehingga dalam hal ini peraturan-

peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

menyebutkan bahwa:

(1) “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67
ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1),
dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sanksi pidana
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

(2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran.”23

22 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2,
2005, hlm. ix-xii.

23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm.
78.
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F. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini

adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka studi yang

akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan

menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data

melalui peninggalan tertulis.24 Sehingga sering disamakan dengan studi

literature (book survey) atau studi kepustakaan (library survey).25

Penulis akan berusaha dengan mengumpulkan buku-buku literatur atau

data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku atau

kitab, majalah dan sebagainya.26

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, akan dilakukan

penelusuran kepustakaan baik dari sumber-sumber primer maupun

sekunder. Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat

informasi atau data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang

diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data

tersebut.27 Penelusuran terhadap data primer akan dilakukan terhadap

24 Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press,t.t., hlm. 169.

25 Ibid., hlm. 170.

26 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian Ilmiah, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-3, 1995, hlm. 132.

27 Ibid., hlm. 133.
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Sedangkan penelusuran data-data sekunder akan dilakukan terhadap

karya-karya atau tulisan yang berhubungan dengan masalah

ketenagakerjaan.

2. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah

cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis.

Dan dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut,

baik data primer maupun data sekunder, penulis akan menggunakan

metode diskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk

mendeskripsikan/menggambarkan /melukiskan keadaan objek penelitian

yang pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan

perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) yang tampak atau

sebagaimana adanya.28

Metode ini penulis gunakan pada bab IV, dimana pada bab ini penulis

akan menganalisis gambaran-gambaran tentang persoalan

ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, khususnya mengenai persoalan

tenaga kerja perempuan. Selanjutnya penulis akan berusaha memberikan

solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan

hukum Islam.

28 Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 73.
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G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi

skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lain

disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub

pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai

berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, pokok

masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian skripsi kerangka teoretik

dan metode penulisan skripsi serta sistematika penulisannya.

Bab kedua mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan menurut

hukum islam yang berisi uraian tentang bekerja dalam pandangan Islam, jenis-

jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam dan tenaga

kerja perempuan dalam pandangan hukum Islam serta macam-macam sanksi

dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi perlindungan tenaga kerja perempuan dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar

belakang pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, gambaran umum

tentang materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan perlindungan tenaga

kerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta sanksi hukum

bagi pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan dalam Pasal 187 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, membahas

tentang analisis tenaga kerja perempuan dalam pasal 187 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu penulis akan menganalisis tentang



16

eksistensi tenaga kerja perempuan, analisis terhadap perlindungan tenaga kerja

perempuan serta perlindungan tenaga kerja perempuan relevansinya terhadap

kesetaraan gender.

Bab kelima berisi penutup. Ini merupakan bab akhir yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di dalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perlindungan tenaga

kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada

hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12

(dua belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Menurut

hukum pidana Islam pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja

perempuan dapat dijatuhi hukuman ta’zir. Dan wewenang untuk menetapkan

besar kecilnya hukuman ta’zir diserahkan oleh ulil amri.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga

terkait, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan perusahaan sebagai

upaya kontrol sosial terhadap penyimpangan terhadap Undang-Undang

Ketenagakerjaan.

2. Hendaknya perlu adanya penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang belum

jelas dan masih bertentangan.

86
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I

TERJEMAHAN

Hlm. F.N Terjemahan

BAB I

2  4

Dan hamba-hambamu yang menginginkan kemerdekaannya, maka

buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada

kebaikan (kesanggupan) mereka. Dan berikanlah kepada mereka

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu.

4  8

Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian

mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka

menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang mungkar,

mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

5 10

Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan

dikembalikannya kepada yang Maha Mengetahui yang gaib dan

yang nyata, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu

kerjakan.

BAB II

18 2

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan

dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui dan yang ghaib dan

yang nyata; maka Dia akan memberitakan kepadamu tentang apa

yang kamu kerjakan.

18 3 Dan bahwa bagi manusia hanyalah apa yang diusahakannya.

18 4
Baginya apa yang diusahakanya dan bagi kamu apa yang kamu

usahakan.

18 5
Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya

kering.

Lampiran I
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19 7
Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

19 8
Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang

bersifat manusiawi dan untuk sebahagian yang dapat dipindahkan.

19 9

Akad yang didasarkan pada segi kemanfaatan yang diketahui

maksudnya dan dapat menerima perubahan pada harga yang telah

disepakati.

19 10

Sebuah akad yang didasarkan pada pengambilan manfaat yang

diperbolehkan dan diketahui, dan pengambilannya sedikit demi sedikit

dalam jangka waktu tertentu.

22 19

Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang

membagi-bagikan penghidupan diantara mereka dalam kehidupan

dunia dan Kami meninggikan derajat sebahagian yang lain, supaya

sebahagiannya dapat menggunakan sebahagian yang lain sebagai

orang yang membantu. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa

yang mereka kumpulkan.

29 35

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang

telah menciptakan kamu daripada satu diri, dan daripadanya Allah

menciptakan pasangannya, dan memperkembangbiakkan dari

keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah

kepada Allah yang kamu saling meminta dengan (menyebut

nama)Nya, dan (peliharalah hubungan) keluarga, sesungguhnya

Allah sangat memperhatikan kamu.

29 36

Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu

dariseseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

mengenal. Sesungguhnya semuli-mulia kamu disisi Allah ialah

yang lebih bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Teliti.

30 39 Dan tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti



III

berhias orang-orang jahiliyah dahulu.

31 40
Allah telah mengijinkan bagi kamu sekalian (para wanita) keluar

(dari rumah) untuk keperluanmu.

35 51
Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’

dan merupakan hak Allah.

36 52 Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

37 53
Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang

belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

BAB IV

57 5

Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, di akan

dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya dan

seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga dan dia akan

dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu.

59 8
“Ajarilah wanita-wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu

dijadikan dari tulang rusuk.”

61 10
Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang

belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

68 17
Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya).

70 20

Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,

maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia

seluruhnya.

72 24

Dari Anas bin Malik r.a. berkata, “Bahwa orang-orang Yahudi bila

ada mereka yang haid, tidaklah mereka bawa ia makan bersama,

dan pula mereka mencampuri.”

73 25

Dan mereka menanyakan kepada-mu tentang haid. Katakanlah,

“Itu adalah penyakit.” Sebab itu hindarilah perempuan selama

masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci. Bila mereka

telah suci, maka campurilah mereka itu sebagaimana yang

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai



IV

orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang

menyucikan dirinya.

75 29
Allah tiada akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kemampuannya.

79 35

Maka tatkala dia melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku,

sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan

Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan laki-laki

itu tiada sama dengan perempuan.

80 36

Berilah mereka tempat tinggal dimana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyakiti mereka

karena hendak menyusahkan mereka, dan jika mereka hamil, maka

hendaklah kamu berikan belanja kepada mereka sampai mereka

melahirkan kandungannya, jika mereka menyusukan (anak-anak)

mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan

musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.

82 39 Laki-laki adalah atas pemimpin kaum perempuan.

84 43
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.
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BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhari

 Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail ibnu Ibrahim al-Mughirah al-
Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03
Syawal tahun 194 H. sebelum usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur’an dan
belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara
negeri yang terkenal sebagai ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam,
Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar
dan tersohor. Kitab hadistnya yang terkenal adalah Shahih Bukhari yang beliau
susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti
dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat terlebih
dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau diislamkan oleh
Al-Yaman, yaitu Gubernur Bukhara.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo,
Mesir, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Banna,
pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin. Beliau termasuk salah seorang yang
pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur’an dan Hadits. Pada
tahun 50-an telah menjadi professor dijurusan Ilmu Hukum Islam Universitas
Foud Islam, adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah,
Qa’idah al-Fiqhiyyah, dan Aqidah Islam.

Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah
menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan
pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-
Hadits Al-Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di
kelas II Tsanawiyyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada
Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian
dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih
gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I
'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim.
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Syekh Al-Maraghi

Al-Maraghi lahir di kota Maraghah, pada tahun 1300 H./1883 M Setelah
menamatkan pendidikan dasarnya tahun 1314 H./1897 M, atas persetujuan
orangtuanya, al-Maraghi melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar di
Kairo. Ia juga mengikuti kuliah di Universitas Darul ‘Ulum Kairo. Dengan
kesibukannya di dua perguruan tinggi ini, al-Maraghi dapat disebut sebagai orang
yang ulet, sebab keduanya berhasil diselesaikan pada saat yang sama, tahun 1909
M. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, ia
juga mewariskan kepada umat ini karya ilmiyah. Salah satu di antaranya adalah
Tafsi-r al-Maraghi, sebuah kitab tafsir yang beredar dan dikenal di seluruh dunia
Islam sampai saat ini. Karya-karyanya yang lainnya adalah: Al-Hisbat fi al-Islâm,
Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh, ‘Ulûm al-Balâghah, Muqaddimat at-Tafsîr, Buhûts wa
A-râ’ fi Funûn al-Balâghah, dan Ad-Diyânat wa al-Akhlâq.
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